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Abstrak

Pasi adalah daerah penangkapan spesifik ikan kakap merah di Kepulauan Lease. Eksploitasi terhadap
sumberdaya ikan kakap merah cenderung tinggi akhir-akhir ini karena sangat disukai di pasar lokal, regional maupun
internasional, selain dijadikan sebagai objek wisata pancing. Kondisi ini akan mengancam kelestarian sumberdaya jika
tidak dikelola dengan baik. Penetapan zonasi merupakan salah satu alternatif pengelolaan sumberdaya perikanan yang
baik, dan jika dilakukan dengan benar akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, tanpa mengganggu
kelestariannya. Tujuan penelitian ini adalah menentukan zonasi perikanan pasi untuk kepentingan pemanfaatan
berkelanjutan sumberdaya ikan kakap merah di Kepulauan Lease. Data yang digunakan meliputi hasil kajian potensi
sumberdaya ikan kakap merah, kondisi oseanografi daerah penangkapan (pasi), dan sistem nilai perikanan pasi yang
meliputi komponen nilai dasar ekologi, sosial dan teknologi, serta metode Participatory Rural Appraisal (PRA).
Berdasarkan kriteria yang dibangun dari seluruh aspek tersebut maka dibuat zonasi khusus untuk kawasan pasi di
Kepulauan Lease. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 4 (empat) dari 25 pasi ditetapkan sebagai zona lindung, 21
pasi ditetapkan sebagai zona perikanan berkelanjutan sub-zona perikanan tangkap, sedangkan 13 di antaranya
ditetapkan sebagai zona pemanfaatan sub-zona wisata pancing.

Kata kunci: eksploitasi, ikan kakap merah, pasi, pengelolaan, perikanan berkelanjutan, potensi, zonasi.

Abstract

Pasi is a specific fishing ground for Red Snapper in Lease Islands. Recently, the exploitation of the red snapper
population is tend to increase due to high demand of local, regional and international market as well as object for
fishing tourism. This condition will threat the sustainability of the resources as if it is unmanaged in good way. Zone
determination is one of the alternatives of good fisheries resources management. If it is done in a right way, it will add
value to community without disturbing the sustainability. The objectives of the present study were to determine fisheries
pasi zone to the sustainability importance of red snapper resources in Lease Islands. Data used included study of
potential of red snapper resources, oceanographically condition, fishing ground (pasi), and fisheries value system
namely basic value of ecological component, social and technology as well as PRA method (Participatory Rural
Appraisal). Based on the criteria which were formulated of all aspects, specific zonation was made for pasi region in
Lease Islands. The analysis showed that there were 4 out of 25 pasi determined as shelter zone, 21 pasi was for
sustainable fisheries zone sub-zone of catch whereas 13 pasi was determined as utilization zone sub-zone fishing
tourism.

Keywords: exploitation, management, pasi, potential, red snapper, sustainable fisheries, zonation.

PENDAHULUAN

Sumberdaya manusia memiliki pengaruh yang
sangat besar dalam ekosistem pesisir dan laut dalam
hal ini, kegiatan manusia yang bertentangan,
menghasilkan berbagai tekanan yang secara
simultan mengeksploitasi sumberdaya alam pesisir

dengan tidak lestari (Crain dkk, 2008; Darling and
Coté, 2008; Doak dkk, 2008). Sistem nilai
perikanan pasi yang dianut masyarakat di
Kepulauan Lease merupakan salah satu bentuk
pengelolaan  sumberdaya perikanan  berbasis
masyarakat perlu dipertahankan dan dilestarikan
(Matrutty, 2014). Tradisi atau kebiasaan seperti
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tidak boleh mengotori kawasan pasi (seperti
membuang sampah dan hajat), dilarang menangkap
ikan dengan menggunakan bom dan racun ikan,
menghidari konflik akibat perebutan daerah
penangkapan, dan penggunaan teknologi alat
penangkapan pancing ulur (handline) merupakan
bagian dari upaya masyarakat secara turun temurun
melindungi pasi sebagai habitat ikan kakap merah
yang oleh masyarakat di Kepulauan Lease disebut
ikan bae (Matrutty, 2011). Akan tetapi, frekuensi
penangkapan yang tinggi pada lokasi-lokasi pasi
tertentu tanpa disadari oleh masyarakat telah
mengakibatkan ketidak seimbangan pemanfaatan.
Masalah lainnya adalah kebiasaan menyumbang
ikan bae untuk berbagai kepentingan sosial seperti
pesta pernikahan warga, pesta adat maupun
syukuran hari istimewa masyarakat setempat turut
memberikan tekanan pada sumberdaya. Hal yang

sangat dikhawatirkan akhir-akhir ini adalah
permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan bae
maupun kegiatan wisata pancing yang

diselenggarakan setiap tahun (sejak 2008) oleh
pemerintah daerah setempat.

Dengan demikian dibutuhkan satu bentuk
pengelolaan sesuai karakteristik kawasan, di
antaranya melalui zonasi. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa zonasi
adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan
ruang melalui penetapan batas-batas fungsional
sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya
dukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem
pesisir. Rencana Zonasi adalah rencana yang
menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap
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satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan
yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan
tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin (ayat 13).
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 mengatur
zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atas
zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona
pemanfaatan, dan zona lainnya. Untuk kasus-kasus
yang spesifik, maka akan ada sub-sub zona sebagai
bagian dari keempat zona utama yang
penentuannya  disesuaikan  dengan  potensi,
karakteristik dan pertimbangan sosial ekonomi
masyarakat sekitar.

Kebutuhan zonasi merupakan alternatif untuk
pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya ikan
kakap merah (ikan bae) pada daerah penangkapan
sepsifik (pasi) di perairan Kepulauan Lease.
Memahami hubungan antara tekanan manusia dan
status populasi ikan bae di kawasan, maka sangat
penting untuk mengembangkan rencana tata ruang
dan zonasi (Douvere, 2008). Tujuan penelitian ini
adalah menentukan zonasi perikanan pasi untuk
kepentingan pemanfaatan berkelanjutan
sumberdaya perikanan kakap merah (ikan bae) di
Kepulauan Lease.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sejak Juli 2011-Juni
2012 di Kepulauan Lease Maluku Tengah. Data
dan informasi yang diperlukan untuk menyusun
kriteria zonasi berbasis pasi menggunakan hasil
kajian potensi sumberdaya ikan kakap merah
(Matrutty dkk., 2013), kondisi oseanografi dari 25
lokasi pasi (Gambar 1), serta sistem nilai perikanan
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Gambar 1. Peta sebaran 25 lokasi pasi di perairan Kepulauan Lease.
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pasi yang meliputi komponen nilai dasar ekologi,
sosial dan teknologi (Matrutty, 2014). Selain itu
metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
digunakan untuk menyamakan persepsi masyarakat
(nelayan), tokoh masyarakat, tokoh adat dan
pemerintah negeri setempat tentang pasi sebagai
daerah penangkapan spesifik ikan kakap merah,
potensi serta hasil kajian tentang keadaan umum
lainnya di negeri/desa. Metode PRA adalah suatu
teknik yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi
mengenai keadaan wilayah dari setiap negeri serta
lingkungannya (Mascarenhas dkk., 1991).

Kriteria yang digunakan untuk menentukan
zonasi dikembangkan atau diperbaharui dari
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumberdaya lkan, Peraturan
Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor
02/Men/2009 tentang tata cara pencadangan
kawasan konservasi, Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 17/Men/2008 tentang
pengaturan kawasan konservasi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sebagai turunan dari UU 27
tahun 2007. Mengacu pada Permen tersebut, dibuat
zonasi khusus untuk kawasan penangkapan kakap
merah (ikan bae) di Kepulauan Lease.

Untuk memudahkan proses penetapan sesuai
karakteristik kawasan, maka kawasan dibedakan
atas 2 (dua) kategori, yaitu Kawasan Pulau dan
Kawasan geomorfologi pesisir (teluk, selat dan
perairan terbuka). Penyusunan kriteria untuk
penetapan zonasi dilakukan terhadap 25 lokasi pasi.
Komponen-komponen dalam penyusunan kriteria

meliputi:
a. Potensi ikan Bae terdiri dari ukuran ikan,
potensi lestari, potensi berdasarkan

geomorfologi pulau, potensi berdasarkan pulau,
potensi berdasarkan alat tangkap, berdasarkan
tipe umpan, sarana penangkapan, jumlah
nelayan, jumlah hari operasi, dan berdasarkan
musim penangkapan.

b. Kondisi oseanografi meliputi suhu, salinitas,
klorofil, turbiditas, kecepatan arus dan
kedalaman perairan.

c. Sistim nilai meliputi nilai ekologi, nilai sosial
dan nilai teknologi.

d. Teknologi penangkapan meliputi selektivitas
alat tangkap, alat tangkap yang tidak merusak
lingkungan, tidak berdampak minimum terhadap
keanekaragaman sumberdaya, tidak menangkap
spesies yang dilindungi, hasil tangkapan yang
terbuang minimum, dan diterima secara sosial.

e. Kerentanan meliputi dampak penangkapan dan
pembangunan di daratan.

f. Wisatawan meliputi jumlah, tujuan, tingkat
persepsi, tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan.
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g. Sarana dan prasarana meliputi
penyebaran.

h. Pengembangan wilayah yang berkaitan dengan
penyiapan sumberdaya manusia, institusi,
peraturan perundang-undang dan pengembangan
kawasan.

i. Kebijakan perlindungan dan atau norma/adat
serta peran serta masyarakat yang mengatur
proses-proses ekologis dan sistem penyangga
kehidupan, pelestarian sumberdaya alam dan
pemanfaatan secara lestari

Berdasarkan kriteria-kriteria seperti yang telah
dijelaskan, maka data yang telah dikumpulkan
dianalisis menggunakan model matematis (Steel
dan Torrie, 1993). Model matematis ini dijadikan
dasar penyusunan tata ruang dan zonasi kawasan.

jumlah dan

Persamaan umum yang digunakan adalah
persamaan (1).
£2L] 5 100 1
Am|fL]x (M
Keterangan:
A = Nilai suatu kawasan atau zona

EY = Jumlah nilai hasil skoring setiap kriteria

dalam suatu kawasan atau zone
€i] = Jumlah skor maksimum seluruh kriteria

100 = Nilai konstanta

Selanjutnya model matematis ini digunakan untuk
menganalisis setiap kawasan atau zone. Kawasan
ini terdiri dari kawasan lindung pasi, kawasan
perikanan tangkap dan kawasan wisata pancing.

Kawasan Lindung Pasi
Penetapan kawasan atau zona lindung pasi
dilakukan dengan pesamaan (2).

NEKLP m ﬁ%ﬁ@?"—]xm ?)

Keterangan:
NKKLP = Nilai kriteria kawasan lindung pasi
(3.P,) = Nilai total kriteria potensi
(3K,) = Nilai total kriteria kondisi oseanografi
(3.S,) = Nilai total kriteria sistem nilai
(3Bi) = Jumlah skor maksimum dari seluruh
kriteria yang digunakan

ki = Kriteria ke - 1

(ZPo) = Byyy+ Npps +

Neoret Npoge + Npoar + Nporu +

Nposp + Npop + Npo + Nporay 3)
Keterangan:

Npour = Skor ukuran ikan

Npopr = Skor potensi lestari

Np,pp = Skor potensi pulau

Npogp = Skor geomorfologi pesisir
Npoar = Skor alat tangkap

Npory = Skor tipe umpan
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Nposp = Skor sarana penangkapan
Nposy = Skor jumlah nelayan
Npono = Skor hari operasi

Npopy = Skor pengaruh musim

(B Ko) = Nigysu + Nigysa + Nigyser + Nigyru +

Nit'ok’fi + NK;.R’F )
Keterangan:

Ngosy = Skor suhu

Nkosa = Skor salinitas

Ngoxi = Skor klorofil

Ngorw = Skor tubiditas

Nxoxs = Skor kecepatan arus

Nioxp = Skor kedalaman perairan

(E25n) = Npwgyet Nowgs + Nume (5

keterangan:

Ns.ze = Skor sistem nilai ekologi
Ns,ss = Skor sistem nilai sosial
Ns,1, = Skor sistem nilai teknologi

Kriteria keputusan yang akan digunakan adalah

sebagai berikut:

Jika :

NKKLP > 75, kawasan cocok sebagai kawasan
lindung pasi

NKKLP < 75, kawasan tidak cocok sebagai
kawasan lindung dan lebih cocok
sebagai kawasan  perikanan
tangkap.

Berdasarkan nilai yang dihasilkan tersebut
selanjutnya dianalisis untuk melakukan evaluasi
kawasan ini cocok untuk zona perikanan
berkelanjutan, sub-zona perikanan tangkap.

Kawasan Perikanan Tangkap
Penetapan zona perikanan berkelanjutan sub-

zona perikanan tangkap dilakukan dengan
persamaan (6).
NEKPTR =
I\Edpg) 4 (2 ig 4 ERen Mrrh e M8 Hidmid ey 43E: 4051 40rey
L Zay
(6)
Keterangan :
NKKPTP = Nilai kriteria kawasan perikanan
tangkap pasi
Py = Nilai total kriteria potensi
X Ky) = Nilai total kriteria kondisi oseanografi
Sy = Nilai total kriteria sistem nilai
Ny = Skor teknologi tidak merusak habitat
Nry = Skor teknologi tidak membahayakan
nelayan
N = Skor ikan bermutu baik
Nimk = Skor aman dikonsumsi
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Nuru = Skor hasil tangkapan terbuang
minimum
Nrus = Skor teknologi berdampak minimum
terhadap biodeversity
Nrst = Skor teknologi tidak menangkap
spesies yang dilindungi
Nrpg = Skor teknologi diterima secara sosial
TB = Jumlah skor maksimum dari seluruh
ki

kriteria yang digunakan
ki = Kriteria ke-i
Kriteria keputusan yang akan digunakan adalah
sebagai berikut:

Jika :

NKKPTP >75, kawasan cocok sebagai kawasan
perikanan tangkap

NKKPTP <75, kawasan tidak cocok sebagai

perkanan tangkap, dan lebih
cocok sebagai peruntukan
kawasan lainnya.

Berdasarkan nilai yang dihasilkan tersebut
selanjutnya dianalisis untuk melakukan evaluasi
kawasan ini cocok untuk zona perikanan
berkelanjutan, sub-zona wisata bahari.

Kawasan Wisata Pancing
Penetapan zona pemanfaatan sub-zona wisata
pancing dilakukan dengan persamaan (7).

NERWE m

(D RRDTI AN i
o ¥ 100
(7
Keterangan:
NKKWP = Nilai kriteria kawasan wisata pancing
(>.NKKPTP)= Nilai total kriteria perikanan tangkap
pasi
Nyar = Skor kiteria hukum dan legalitas
Nk.p = Skor kriteria karakteristik pasi
Nks = Skor aksesibilitas
Nppw = Skor permintaan wisatawan
> By = Jumlah skor maksimum dari seluruh
kriteria yang digunakan
ki = Kriteria ke-i
Jika:

NKKWP >75, kawasan cocok sebagai kawasan
wisata pancing

<75, kawasan tidak cocok sebagai
kawasan wisata pancing, dan
lebih cocok sebagai kawasan
perikanan tangkap

NKKWP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zona perikanan berkelanjutan berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2010
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Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan Pasal 14 menyatakan bahwa
kawasan ini diperuntukkan bagi perlindungan
habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan
dengan alat dan cara yang ramah lingkungan,
budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan
rekreasi, penelitian dan pengembangan dan
pendidikan.

Zona Lindung

Analisis  zonasi  berbasis pasi  dengan
pendekatan kriteria potensi, kondisi oseanografi
dan sistem nilai pasi yang meliputi: kompenen nilai
ekologi, sosial dan teknologi serta tata kelola
(kebijakan) maka  kawasan yang  cocok
dikembangkan dan atau ditetapkan sebagai zona
lindung adalah kawasan teluk yakni pasi 12
(75,44%), 13 (82,46%), 14 (75,44%) dan 15
(77,19%). Berdasarkan kriteria keputusan analisis
zonasi yang digunakan yaitu jika nilai kriteria
kawasan lindung Pasi (NKKLP) > 75, maka
kawasan cocok sebagai kawasan lindung Pasi.
Mengacu pada nilai keputusan tersebut maka
kawasan yang cocok untuk menjadi kawasan
lindung pasi adalah kawasan perairan Teluk
Saparua yang terdiri dari 4 pasi yakni pasi Pendek
Panjang (12), Jiku Sabua (13), Walo (14), Kakar
Lompa (15). Hasil analisis disajikan pada Gambar
2.

Zona Perikanan Tangkap

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
mengatur zonasi kawasan konservasi perairan
(KKP) atas zona inti, =zona perikanan
berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.
Untuk kasus-kasus yang spesifik, maka akan ada
sub zona sebagai bagaian dari keempat zona utama
yang pengaturannya disesuaikan dengan potensi,
karakteristik dan pertimbangan sosial ekonomi
masyarakat sekitar. Mengacu pada PP tersebut
maka dalam penelitian ini zona perikanan
berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria sub

zona perikanan tangkap.
25 ]
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Gambar 2. Hasil analisis zonasi perikanan pasi
berdasarkan kriteria kawasan lindung.
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Berdasarkan hasil keputusan penetapan zona
pada seluruh kawasan, baik pulau, teluk, selat,
dan perairan terbuka dengan mempertimbangkan
ekosistem mangrove, lamun, ekosistem terumbu
karang pada masing-masing kawasan, maka telah
ditemukan peruntukkan sesuai dengan
keberadaannya berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) point b,

maka zona yang cocok untuk perikanan
berkelanjutan adalah seluruh lokasi pasi di
Kepulauan Lease, kecuali yang ditetapkan

peruntukannya sebagai kawasan lindung pasi. Hasil
analisis zona perikanan berkelanjutan disajikan
pada Gambar 3.

Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
beberapa  kriteria.  Kriteria tersebut adalah
mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota
perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan
unik; mempunyai luasan yang cukup untuk
menjamin kelestarian potensial dan daya tarik
untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
mempunyai  karakter objek penelitian dan
pendidikan  yang  mendukung  kepentingan
konservasi dan mempunyai kondisi perairan yang
relatif masih baik untuk berbagai kegiatan
pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem
aslinya.

Berdasarkan hasil keputusan penetapan zona
pemanfaatan pada 21 lokasi pasi sebagai zona
perikanan berkelanjutan sub zona perikanan
tangkap (Gambar 3), maka sebanyak 13 pasi yang
cocok untuk dikembangkan menjadi zona
pemanfaatan sub zona wisata pancing (Gambar 4).

Nilai wisata yang tinggi pada pasi-pasi
dimaksud, selain memiliki keunikan juga memiliki
ketersediaan potensi ikan bae yang cukup baik bagi
dilangsungkannya kegiatan lomba wisata pancing.
Sarana dan prasarana pendukung wisata pancing
cukup tersedia, baik sarana transportasi, penginapan
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Gambar 3. Hasil analisis zonasi perikanan pasi
berdasarkan  kriteria  kawasan perikanan
berkelanjutan sub zona perikanan tangkap.
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Gambar 4. Hasil analisis zonasi pemanfaatan
berdasarkan kriteria sub zona wisata pancing.

listrik, air bersih dan komponen pendukung
lainnya. Fasilitas ini telah ~memungkinkan
perlombaan wisata pancing berlangsung di kawasan
ini dan mendapat dukungan baik dari wisatawan
lokal maupun dari luar.

Pembahasan Umum

Kawasan Teluk Saparua adalah kawasan yang
ada dalam hak wul/ayat masyarakat adat setempat.
Berdasarkan pengamatan di lapangan kawasan
tersebut memiliki ekosistem yang lengkap yaitu
mangrove, rumput laut dan terumbu karang.
Keberadaan teluk yang mengalami tekanan yang
terus-menerus, serta sumberdaya ikan bae yang
semakin berkurang dalam jumlah maupun ukuran,
maka kawasan ini perlu mendapatkan perhatian dan
penanganan yang serius dari seluruh pengguna
kawasan. Ini dimaksudkan untuk mengembalikan
keberadaan teluk ke kondisi yang lebih baik.
Memberikan kesempatan bagi tumbuh dan
berkembangnya sumberdaya perikanan dan
kelautan yang ada di wilayah ini, sehingga manfaat
sumberdaya tidak hanya dirasakan oleh generasi
sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan
datang. Untuk itu, langkah-langkah yang saat ini
perlu dilakukan ialah mengupayakan perlindungan
sumberdaya dan ekosistem kawasan melalui bentuk
pengelolaan sumberdaya berbasis
masyarakat/kearifan lokal.

Sistem nilai perikanan pasi dalam kajian ini
adalah salah satu satu bentuk pengelolaan
sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang
mengandung nilai-nilai kelestarian lingkungan,
selain sasi yang sudah dikenal selama ini di Maluku
melalui beberapa penelitian (Bailey dan Zemer,
1992; Novaczek dkk., 2001; Nikijuluw, 2002;
Pical, 2007). Penerapan sistem nilai perikanan pasi
oleh masyarakat di Kepulauan Lease  lebih
mengatur/mengarahkan tingkah laku masyarakat
dalam  hubungannya dengan  perlindungan
sumberdaya dan lingkungan. Akan tetapi sebatas
tanggung jawab moral setiap individu maupun
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kelompok  masyarakat yang memanfaatkan
sumberdaya ikan pada pasi. Pada sisi lain sasi
memiliki kekuatan mengikat seluruh anggota
masyarakat, baik dalam maupun dari luar kawasan.
Nikijuluw (2002) menyatakan bahwa sasi adalah
larangan untuk mengambil sumberdaya alam
tertentu, pada jangka waktu tertentu, yang biasanya
diberlakukan pada wilayah teritori negeri/desa
(petuanan). Petuanan negeri adalah suatu kawasan
perairan di depan negeri yang masih merupakan
wilayah teritorial negeri, biasanya berupa perairan
dangkal, atol, teluk atau selat (Nikijuluw, 2002).

Dengan menetapkan kawasan teluk sebagai
zona lindung maka sasi dapat diterapka pada pasi di
kawasan teluk karena ada kejelasan batas area
kelola tradisional atau wilayah teritorial desa
seperti yang dimaksud Nikijuluw. Dengan
menetapkan kawasan teluk sebagai kawasan
lindung maka diharapkan suplai nutrien keperairan
memungkinkan  produktivitas  perairan tetap
terpelihara, sehingga suplai makanan selalu tersedia
bagi hewan/organisme renik dan selanjutnya
hewan-hewan renik menjadi sumber makanan bagi
ikan-ikan berukuran besar, termasuk ikan kakap
merah atau ikan bae pada kawasan pasi.

Peran utama kawasan lindung adalah
konservasi keanekaragaman spesies, konservasi
keanekaragaman  hayati, = bersama  dengan
pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, dapat
dan harus menghasilkan manfaat material kepada
masyarakat sekitar (Straede dan Treue, 2006).
Untuk memastikan bahwa kawasan lindung
mencapai kerjasama lokal dan bertahan di masa
yang akan datang, pemahaman tentang dinamika
sosial-ekonomi akan sangat penting untuk
menentukan penggunaan saat ini dan masa depan
sumberdaya di dalam dan sekitar kawasan lindung
(De Fries dkk., 2007). Konservasi berbasis
masyarakat dan pengembangan telah menjadi
paradigma yang berlaku pada organisasi konservasi
dan donor pembangunan selama 20 tahun terakhir
(Browder, 2002; Gjertsen, 2005). Manajemen
kawasan  konservasi  yang  baik  adalah
mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan
ekologi, serta pemikiran konseptual agar dapat
mendukungan pencapaian tujuan  kelestarian
lingkungan maupun masyarakat. Mengingat
pentingnya konservasi sumberdaya ikan bae di
perairan Teluk Saparua bagi kepentingan
masyarakat saat ini maupun generasi yang akan
datang, maka perlindungan dengan pendekatan sasi,
adalah penting dilakuan. Keberadaan sumberdaya
ikan bae dalam jumlah maupun ukuran semakin
berkurang, diduga karena telah ada tekanan dari
berbagai aktivitas masyarakat di sekitar kawasan.
Beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa
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Gambar 1. Peta zonasi perikanan pasi di Kepulauan Lease.
penyebab utama gangguan ekologi sumberdaya dan (86,86%). Dari luasan zona perikanan
ekosistem adalah manusia (Dahdouh-Guebas dkk, berkelanjutan tersebut, kawasan yang cocok

2005b; Lopez-Hoffman dkk, 2006).

Menurut (Adams dkk, 2004; Parravicini dkk,
2012), konservasi dan pengentasan kemiskinan
perlu ditangani bersama-sama untuk mendapatkan
hasil terbaik sehingga dapat mencapai kerjasama
dan  dukungan  masyarakat lokal tanpa
membahayakan tujuan konservasi. Hal ini
dimaksudkan untuk meminimalisir tekanan yang
tinggi antara kebutuhan untuk menjaga kawasan
lindung dan kebutuhan akan pemanfaatan
sumberdaya perikanan dari masyarakat maupun
orang di luar daerah (De Fries dkk, 2007).

Ekowisata dapat menjadi jawaban terhadap
kebutuhan untuk melindungi sumberdaya yang ada
dalam kawasan tetapi juga tetap memperhatikan
keberlanjutan pengelolaan kawasan dengan juga
mengedepankan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ekowisata dapat meminimalkan dampak merusak
yang dihasilkan oleh wisata massal. Ekowisata pada
daerah pesisir dan laut dapat dikategorikan ke
dalam ekowisata pantai dan ekowisata bahari.
Dalam ekowisata bahari, berbagai alternatif
kegiatan wisata yang dapat dilaksanakan yaitu
wisata pancing, berenang, berperahu, water sport,
snorkeling dan selam.

Hasil analisis zonasi kawasan perikanan pasi di
Kepulavan Lease, dengan Iluas total kawasan
167.603 m”, maka kawasan yang ditetapkan sebagai
zona lindung seluas 22.017 m® (13,12%),
sedangkan sisanya layak untuk ditetapkan sebagai
zona perikanan berkelanjutan sub-zona perikanan
tangkap dengan luas kawasan sebesar 145.586 m’

dikembangkan untuk zona pemanfaatan sub zona
wisata pancing seluas 9.656 m* (Gambar 5).

KESIMPULAN

Zonasi perikanan pasi di Kepulauan Lease yang
dihasilkan adalah: zona lindung, zona perikanan
berkelanjutan sub-zona perikanan tangkap dan zona
pemanfaatan sub-zona wisata pancing. Empat dari
25 lokasi pasi ditetapkan sebagai zona lindung, 21
pasi ditetapkan sebagai zona penangkapan dan 13
di antaranya sebagai zona wisata pancing. Zonasi
pasi yang dihasilkan ini merupakan  bentuk
pengelolaan yang baik dalam upaya melindungi
stok ikan kakap merah (ikan bae) di perairan
Kepulavan Lease. Untuk itu perlu kebijakan
pembangunan, baik oleh pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten yang pro terhadap pengembangan
sumberdaya ikan kakap merah, agar optimalisasi
zonasi yang dihasilkan semakin efektif.
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